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MOTTO 

Anak-anak adalah aset utama kita, jangan sampai 
dia ternoda karena kurang kasih Sayang dan Cinta 

 

Motto ini aku persembahankan untuk 
 Negara, dan Bangsa 

Serta 
 Keluarga yang tercinta terutama Isteri,anak-

anak, mantu dan cucu-cucuku. 
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ABSTRAK 

Tindak pidana Phedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial dalam 
masyarakat. Phedofilia menjadi suatu ancaman yang nyata atau potensiil terhadap 
norma-norma sosial sehingga bisa mengancam keberlangsungan dan ketertiban 
sosial didalam masyarakat perkotaan pada umumnya. Dengan demikian phedofilia 
dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek baik material 
maupun immateial. Oleh karena itu tindak pidana phedofilia haru dapat 
ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 
dengan pendekatan kebijakan kultur setempat dan penegakan hukum pidana. 

Permasalahan yang  dihadapi yaitu bagaimanakah penanggulangan tindak pidana 
phedofilia selama ini di Indonesia serta bagaimanakah pencegahan yang effektif 
terhadap tindak pidana phedofilia. Hal semacam inilah yang harus dilakukan 
pendekatan individu terhadap pelaku phedofilia, sehingga dapat di hindarkan.  

Metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji atau menganalisa data 
berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai 
perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistim perundang-
undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini 
dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian  
terhadap data-data sekunder 

Tindak pidana phedofilia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) disamping itu juga diatur secara khusus diluar KUHP, yaitu undang-
undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-
undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikasi hakim tidak bebas 
untuk menentukan jenis-jenis sanksi hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku 
tindak pidana phedofilia. Hal ini dikarenakan perundang-undangan tersebut tidak 
membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari 
KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang 
harus diterapkan oleh hakim dalam persidangan. Kebijakan hukum dalam 
penanggulangan tindak pidana phedofilia dimasa yang akan datang agar dapat lebih 
baik atau dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan hukum pidana dalam 
menjalankan undang-undang agar lebih optimal serta mampu untuk menjangkau 
perkembangan jenis kejahatan yang lebih khususnya berkenaan dengan delik 
kesusilaan, sehingga apa yang telah diamanahkan oleh pembuat undang-undang 
bisa berjalan sebagai mana mestinya. 

Kata Kunci : Phedofilia merupakan tindak pidana yang merusak masa depan 
korban.. 
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ABSTRACT 
 

Phedofilia criminal act is a form of social pathology in the community. Phedofilia 
be a real or potential threat to the social norms that could threaten the 
sustainability and social order in urban society in general. Thus phedofilia can 
become an obstacle to national development beraspek both material and 
immateial. Therefore, criminal acts can be overcome with emotion phedofilia 
rational way. One attempt to do is to approach the local culture policy and 
criminal law enforcement. 
 
The problem faced is how countermeasures phedofilia criminal act so far in 
Indonesia as well as how effective prevention against criminal acts phedofilia. 
This sort of thing is what should be done against the perpetrators phedofilia 
individual approach, so can avoid. 
 
Normative juridical research method, with reviewing or analyzing data in the form 
of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the 
system of positive law governing human life. So this study is understood as a 
library research (library research) that research on secondary data. 
 
Phedofilia criminal offense has been stipulated in the Criminal Procedure Law 
(Penal Code) as it also specifically regulated outside the Criminal Code, namely 
law number 35 of 2014 as amendements to the law number 23 of 2002 on the 
protection of the Child. But the policy formulation of legislation has some 
disadvantages. At the application stage the judge is not free to determine the types 
of punitive sanctions that can be applied to criminal phedofilia. This is because 
the legislation does not make rules or provisions that are specific or deviate from 
the Criminal Code, so any kind of criminal sanctions contained in the law must be 
applied by the judge in the trial. Law policy in combating criminal acts phedofilia 
the future to be better or done by means of penal. Criminal law policy in carrying 
out the law to be optimized and able to reach out to the development of this type 
of crime more especially with regard to the offense of decency, so that what has 
been mandated by lawmakers could run as it should. 
 
Keywords: Phedofilia are offenses that undermine the future of the victim  
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